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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN . . ; 

NOMO~ 3 TAHUN 2010 · 
. . I.- . 

TENTANG 
PERUBAMAN ATASRERATµRAN OAl;RAH KABUPATEN ~IMALUNGUN 

NOMOR17 TAHUN 2008 TENTANG. ·oRGANISA~I DAN TAiAKERJA PERANGKAT OAERAH 
KABUPATEN SIMALUNGUN 

OEN GAN RAH MAT TUHAl\l YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMAt.UNGUN, 

a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraiuran Pernerintah Nomor 4 i 
Tahun 2007 tentang Organisasr Perarigkat Daerah ditegaskan bahwa 
pernbentukan perangkat daerah ''ditetapkan denqan Peraturan Daerah 
dengan berpedoman padaPeraturan Pemeratah; · 

b. · bahwa berdasarkan kebutuhan daerah, cakupan tugas ··yang moliputi 
sasaran tug-as yang hams diwuju9kan, jeni$ di:ln banyaknya tuga~; luas 
wilayah kerja dan kondisl geografis; jumlah penduduk, potensi daerah, yang 
berkaitan denqan urusan pemerintahan yang harus dltanqani, rnaka 
dipandamg perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupater. 
Simalungun Nomor 17 \.Tahun 2008' tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Peranqkat Daerah Kabupaten Simalunguni 

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimaha dimaksud pada hurut a dan b, 
maka perlu melakukan perubahan . Peraluran Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Org~nisasi dan Tata Kerja 

. Perangkat Daerah Kabopaten Simalungun yang · penetapannya dengan 
Peraiuran Daerah. · 

1. Undang-undang Nomor? Ort Tahun 1956,-tentang Pernbentul<an Daerah- · 
. daerah Otonom . Kab.upaten-Kabupaten · dalam Lingkungan Provlnsi · 

Sumatera Utara (Lembaran Nemm1-Republik lndonesiaTahun 1956 Nornor 
58, Tarnbahan·Lembara11:Negara Republik_lndonesia Nomor1092); . 

2. Undang~Undang Nomo(8 Tahun 1~74 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor ~041), sebijgaimana lelah 
diubah oengan Undang"'.Undahg No~or-43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Un~arig-Uridang Nomor 8 i Tahun 1974 tentang · Pokok-Pokok 

· Kepegawa,ian (tembaran Negara Repllb\ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3890); 

3. . Undang-Undang Nomor 17 Tahun · 2003. tentang Keuangan Negara 
(l.ernbaran Negara Republik lndonesla Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undanq-undanq :Nomor<10 Tahun ;2004 tentang Pembentukan Peraluran 
Perundanj-undanqan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Le.rnbar~n Negara Rep\Jblik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang~undang Nomori:32 Tshun 2004· tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir :der1gan Undang-undang Nomor i 2 T ahun 
2008 tentang perubshan · kedua atas Undang-undang Nomor. 32 Tahun 
2004 ten:tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negc:ira Republik Indonesia 
Tahu(} 2008 Nomor 59, Tarnbahan' Lernbaran Negara Republlk lndonesia 
Nomor 4844); · · 
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2004 N~mor 126, TarnbahanLernbaran Negara 
Republik lndonesi~Nomor4438); :I · •• : · · · 

7. Peraturan . Pemerintah Nornor • 9 · Tahun 2003 tentang wewenang 
pengangkatan,. pemindahan dc;tn pemberhentlan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4263}; 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedornan Satuan 
Palisi Pamong : Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun- 2004 
Nornor 112, Tambahan Lernbaran Negara RepubHk lndonesi~ Nomor 
4428); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik lndonesla iahtm 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Repuplik 1ndooe$iaNomor4587); · 

10. Peraturan Pemeriatah Nomor 73 Tehun .2005 tentang Kelurahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan l.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomc:ir4588); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Peny~Jenggaraan Pemerlntahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun'2005 Namor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang: Pembagian Urusan 
Pemerlntahan antara Pemerintah, Perneriatah Daerah · Propinsi dan 
Petrierintah Daerah Kaoupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2,007 Nomor 82, Tambahan lemb~ran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4737); . · · 

13. Peraiuran Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik' Indonesia. Tahun 2007 Nomor 89, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 41); 

14 Peraturan Pemerntah . Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatao 
· (Lembaran Negara Repl,!blik rndonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor4826); 
Peraturan Pernerlatah Nemer :19 Tahun · 2010 ter')tang Tatacara 

15. . Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gub~rnur 
sebagai Wakil Pemerntah .di Wilayah Propinsi; 
Peraturan Daerah Kabupaten ·Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

16. Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sim.alungun Tahun 2008 Nomor 16 seriD Nornor 15); 

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
17. Organisasi dan Tata · Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun 

(Lembarari Daerah Kabupaten. Simalungun. Tahun 2008 Nornor 17 seri "D" 
Nomor t6 ). · · · 
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(5) Bidang Akuntansi terdiri dari: : 
a, . Seksi Akuntansi Penerimaan: . 

' b. Seksi Akuntansi Penqelaaran; 
c. Seksi Aku.ntansi pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran. 

(4) Bidang Keua~gan terdiri dari: 
a. . Seksi AnQgaran; 
b. Seksi Perbendaharaan; 
c. Seksi Penqelolaan gaji. 

· (3) Bidang Pendapatan terdjri dart 
a. Seksi Pendataan: 
b. Seksi Penetapan: · 
c. Seksi Pemungutan. 

(1) Qrganisasi Dlnas Pendepatan, Pengelofaari Keuangan dan Aset terdiri ctari: · 
a. Dinas; · 
b. Sekretarlat · 
c. Bidang; 
d. Sub Baqlsn; 
e. Seksi; . . 

· f. U,nit Pelaksana Te.knis Dirias; : 
g. Kelompok Jabatan Fung~jonal. . 

(2) Sekretariat tetdirl dari; 
a. Sub Bagian Umum; 
b, · Sub Bagi~n Keuangan; 
c. Sub Bagian Program. 

"\, 

Pasal30 · 

· Pasal I 
Beberapa Ketentua~ delam Perataran Daerah Kabupat~n Simalungun Nomor 17 
Tahun 2008 Ten tang Organisasi dan · T qta Kerja · Perangkat Oaerah Kabupaten 
Simalungun ( Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2008 seri "D" Nomor 16 ). diubah 
sebagai berikut : · 

1. Ketentuan Paragraf dua Pasal 30 Ayat (4} dlubah sehingga pasal 30 berbunyi 
sebagai berlkut : · 

PERATURAN OJ\ERAH TENTANG•Pl:RUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SJMALUNGUN NOMOR17 TAHUN 2Q08TENTANG ORGANISASl 
DAN TATA KE~JAPERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

Menetapkan : 

BUPATI S!MALUNGUN 

MEMUTUSKAN : 

dan 

Dengan Persetujuan 8ersama . 
. . . ~ ·' 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SIMALUNGUN 
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(5) Bidang Bina Demokrasi dan Politik terdiri dari : 
a. . Sub Bidang Pemblnaan Dernokrasl dan Politik; 
b. . Sub Bidang Pembinaan Organisasl Masyarakat. 

· (6) Bagan Organisasi8adan Kesatuan Banqsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
adalali sebagpimana pada lampiran II dan merupakan bagian tidal< terplsahkan 

. dart Psraluran DaerahJni. · · · :: . -. · · 
I· 

Pasalll 
Den~an di1,mdangkannya dan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang 
bertentangan denqan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku tagi. · 

(4) Bidang Bina Kewaspadaan dan Perlindungan Masy~ral<.at terdiri dari: 
a. Sub Bidang Pembinaan Kewaspadaan dan Kamtibmas; 
b. Sub Bidang Pembinaan PerUndungan Masyarakat. 

. (3) Bidang Bina li;ieologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari : 
a. Sub Bidang Pembinaan ·ldeologi Negara; 

· b. Sub BidarJg Pembinaan·Wawas.an Kebangsaan. , 

=<; 

a. Sub Bagian Umum; 
b. Sub Bagi~n Keuangan; . 
c. Sub Bagian Program. 

(2) Sekretariatter.diri dari : 

PasalA9 
( 1) Organisasi Sadan Kesatuan Bangsa, ·PoUfik dan Perlindungan Masyarakat terdiri 

dari: · 

a. Badan; 
b. Sekretariat 
c. Bidang; 
d. Sub Bagian; 
e. Sub Bidang; i 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Ketenuran Paragraf dua Pasal 49 ayat (4) diubah sehingga pasal 49 berbunyi 
sebagai berikut : 

: . 

(6) Bidang Asset terdiri dari: 
a. Seksl Penatausahaan Aset; 
b. Sel<si PengamananAset; . 

J...; 
c. Seksi Pemindahtanganan Aset. 

(7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. · 

.1 
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Peraturan Daerah ini berlaku sejak tariggal diundangkan. 
Agar setiap oran~ dapat mengetahuinya, memerlntahken pengundangan Peraturan 
Daeran ini dengan menempalkannya dalam Lembsran Daerah Kabupaten 
Simalungun. 
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; i BAD AN ' 
' 

.. SEKRETARIA'r 
' ·, 

I 
KER..OMPOK I I 

' . JABATAN RJNGSIONAL SUBBAGIAN $UBBAGIAN. Sl.JBBAGIAN I 
UMUM KEUANGAN PROGRAM 

.. 

BID ANG Bl DANG ' Bl.DANG 
: 

BINA IOIOLOGI DAN EIINA KEWASPADMN BINA DEMOKRASI DAN. 
WAWASAN DAN PERLINDl:JNGAN PQLITIK 

K~BANG$AAN · MASY AAAKAT 

:""I"'- ·. · .. .. 
SUB,BIOANG - SU.BBIDANG SUBBIDANG 

PEMBINAAN JDJOLQGI PEMBINMN. PEMBINAAN 
NEGARA ,- KEWASPADAAN DAN DEMOKRASI DAN 

:-,- ,-. 
POUTIK KAMTIBMAS 

.. 

' SUB BIDANG · SUBBIOANG SUBBIOANG 
PEMBINAAN PE:MBINMN - PEMBINMN 

- WAWASAN - PERUN DUNGAN ORGANISASI 
KEE!ANGSAAN MASYARAKAT MASYARAKAT 

r 
r 

I . 

SAGAN ORGANISASI 
SADAN KESATUAN BANGSA, 
POLITUC DAN PERLINDUNGAN . 
MA~;YARAKA T 
KAE1UP.ATEN SIMALUNGUN · . 

. : PERATURAN. DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUt-: 
. NOMOR : 2 TAHUN 2010 

TANGGAL : 1 JUU 2010 
TENTANG: PERUSAHAN ATAS PERDA 17 TAH1 

2008 · TENTANG ORGANISASI D, 
TATA KERJA 'Pt:RANGKAT DAER,' 

· KABUPATEN SIMALUNGUN 

LAMPIRAN 11 · 
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DINAS 

SEKRETARIAT . t 

KELOMPOK 
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JABATAN FUNGSIONAL 
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! SUB BAGtAN SUBBAGfAN SUBBAGIAN 
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I 

.. ..... . ···-. ... . .. -·· . . ·-- -· .. 

I I I 

Bl DANG BIOANG :.:· Bl DANG BIDANG 
.' 

. . PENOAPATAN· .. . -·. ·.·· KEUANGAN . .... 
AKliNTANSt 

........ ASET· 

I I ... .. 
···- . -- .... 

SEKSt·. · 
.. 

SEKSI;: · SEKSI ~ SEKSI 
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SEKSI. u SEKSt ·SEKSI SEKSI ~ AKUNTANSIPERTANGGUNG PEMINDAHTANGANAN PEMUNGUTAN - - 
i PENGELOLMN GAJI JAWABAN PELAKSANAAN ASET 
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PERATURAN DAERAH KABUPATENSIMALUNGUN 
NO!VlOR : 2 TAHUN 201D 
TANGGAL : 1 JULI 2010 
TENTANG :: PERUBAHAN ATAS PERDA 17 TAHUN 

2008 TENT ANG ORGANISASI DAN TAT A 
KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABU.PATEN SIMALUNGUN 

--------- -------. -- ·- 

LAMPIRAN I BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, 
PEf,.fGELOl.AAf,J KEUANGAN DAi~ ASET 
KABUPATEN SIM.ALUNGUN 


